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ABSTRAK 

 
Ario Rambang Pangestu. 201710115105. Perlindungan Hukum Kepada Korban 

Tindak Pemalsuan Data Pribadi Nasabah Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang 

Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. 

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah 

seseorang tersangka atau pelaku dari tindak pidana tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan tindak pidana yang telah terjadi, 

dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan 

apakah seseorang tersebut dapat dibebaskan atau malah dipidana. 

Pertangungjawaban pidana juga meliputi perbuatan pelaku sebelumnya dimana 

dapat dilihat dari perbuatan tersebut apakah terdapat perbuatan lain atau hanya satu 

saja, serta apakah pelaku melakukannya sendiri atau bersama-sama dengan pihak 

lain, baik yang membantu secara langsung maupun tidak langsung. Tindak pidana 

dibidang perbankan menurut Undang-Undang No 7 Tahun 1992, tentang perbankan 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Sebagaimana diketahui, bahwa tindak 

pidana dibidang perbankan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana 

dibidang ekonomi. Tindak pidana dibidang perbankan dilakukan dengan 

menggunakan bank sebagai sarana dan sasarannyaa. Secara umum bisa dikatakan 

bahwa bentuk tindak pidana dibagai menjadi 2 (dua) yaitu kejahatan dan 

pelanggaran. Kejahatan adalah sebagian dari perbuatan-perbuatan yang dilarang 

dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melakukannya. Pada dasarnya 

kejahatan perbuatan kejahatan diatur dalam buku kedua KUHP. Selain itu, ada pula 

peraturan yang diatur dalam undang-undang diluar KUHP. Pemakaian istilah tindak 

pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan belum ada kesamaan 

pendapat. Apabila ditinjau dari segi yuridis tidak satupun peraturan perundang- 

undangan yang memberikan pengertian tentang tindak pidana perbankan dengan 

tindak pidana di bidang perbankan. Pengertian tindak pidana perbankan adalah 

tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 

sampai dengan Pasal 50A Undang-Undang Perbankan atau Pasal 59 sampai dengan 

Pasal 66 Undang-undang Perbankan Syariah. Dalam kaitannya dengan tindak 

pidana di bidang perbankan ini kejahatan yang dilakukan oleh orang dalam perlu 

mendapat perhatian khusus. Kejahatan orang dalam adalah kejahatan yang 

dilakukan oleh orang dalam bank terhadap bank (crimes against the bank). 

 

 

 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tindak Pemalsuan Data Pribadi Nasabah 

Perbankan, Perlindungan Data Pribadi. 
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ABSTRACT 

 
Ario Rambang Pangestu. 201710115105. Legal Protection to Victims of 

Falsification of Personal Data of Banking Customers in Review of Law Number 27 

of 2022 concerning Personal Data Protection. 

Criminal responsibility is a form of determining whether a suspect or perpetrator 

of a criminal offense can be held accountable for a criminal act that has occurred, 

in other words, criminal responsibility is a form that determines whether a person 

can be acquitted or even convicted. Criminal responsibility also includes the 

previous actions of the perpetrator where it can be seen from the action whether 

there are other actions or only one, and whether the perpetrator did it alone or 

together with other parties, either directly or indirectly helping. Criminal offenses 

in the banking sector according to Law No. 7 of 1992, concerning banking Law No. 

10 of 1998. As is known, criminal acts in the banking sector are one form of criminal 

acts in the economic sector. Crimes in the banking sector are committed by using 

banks as a means and target. In general, it can be said that the forms of criminal 

acts are divided into 2 (two), namely crimes and offenses. Crimes are some of the 

acts that are prohibited and threatened with punishment, whoever commits them. 

Basically, crimes are regulated in the second book of the Criminal Code. In 

addition, there are also regulations regulated in laws outside the Criminal Code. 

There is no common opinion on the use of the terms banking crime and criminal 

offense in the field of banking. When viewed from a juridical point of view, none of 

the laws and regulations provide an understanding of banking crimes with criminal 

acts in the field of banking. The definition of a banking crime is a criminal offense 

that fulfills the elements as referred to in Article 46 through Article 50A of the 

Banking Law or Articles 59 through 66 of the Syariah Banking Law. In relation to 

criminal offenses in the field of banking, crimes committed by insiders need special 

attention. Insider crimes are crimes committed by bank insiders against the bank 

(crimes against the bank). 

 

 

Keyword: Legal Protection, Falsification of Banking Customer Personal Data, 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 

 

MOTTO 

 

“Suatu hal yang kita yakini bersama dan kita kolerasikan dengan tindakan usaha 

insyaallah akan sampai”. 

 

-ARP- 

 

 

“Saat menerima kritikan, tidak perlu membuang energi untuk marah, anggap sebagai 

Pendorong untuk membuktikan kita mampu berkarya, layaknya skripsi ini”
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